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ABSTRAK  

 

Kejahatan perang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam hukum 

internasional yang seharusnya mendapatkan pengaturan yang jelas dalam hukum 

nasional. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum mengakui kejahatan perang 

sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang hanya mencakup 

kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap pengaturan 

kejahatan perang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif 

dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan kejahatan perang dalam hukum nasional merupakan kewajiban yang 

seharusnya dipenuhi oleh Indonesia berdasarkan perjanjian internasional yang telah 

diratifikasi, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Ketiadaan regulasi yang spesifik 

menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi 

manusia, terutama bagi korban kejahatan perang. Selain itu, tidak adanya 

mekanisme yuridis yang jelas juga berpotensi melemahkan komitmen Indonesia 

dalam menjalankan kewajiban internasionalnya. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kejahatan perang belum diakui sebagai pelanggaran HAM 

berat dalam hukum nasional karena keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, belum 

ada pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme hukum nasional dalam menindak 

kejahatan perang. Kekosongan regulasi ini berdampak pada ketidakpastian hukum, 

lemahnya penegakan hukum, serta minimnya perlindungan bagi korban. Oleh 

karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan 

kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam hukum humaniter 

internasional. 

Kata Kunci: Kejahatan Perang; Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Pengadilan 

HAM 
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ABSTRACT 

 

War crimes constitute serious violations of international law and should be 

explicitly regulated in national legislation. However, Indonesia has yet to recognize 

war crimes as gross human rights violations under Law Number 26 of 2000 on 

Human Rights Courts, which only includes genocide and crimes against humanity. 

This study aims to analyze the human rights perspective on the regulation of war 

crimes in Indonesia. This research employs a normative legal method with a legal 

politics approach. The findings indicate that regulating war crimes within national 

law is an obligation that Indonesia should fulfill in accordance with international 

treaties it has ratified, particularly the 1949 Geneva Conventions. The absence of 

specific regulations creates gaps in law enforcement and human rights protection, 

especially for war crime victims. Furthermore, the lack of a clear legal mechanism 

may undermine Indonesia’s commitment to fulfilling its international obligations. 

The study concludes that war crimes are not recognized as gross human rights 

violations in Indonesian law due to the limitations of Law Number 26 of 2000. 

Although Indonesia has ratified the 1949 Geneva Conventions, no further legal 

provisions have been established to address this matter. This regulatory vacuum 

leads to legal uncertainty, weak law enforcement, and inadequate protection for 

victims. Therefore, a more comprehensive legal framework is required to ensure 

legal certainty and Indonesia’s compliance with international humanitarian law. 

Keywords: War Crimes; Crime Against Humanity; Human Rights Court 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
	Yang bertandatangan di bawah ini:
	Nama                       : Maria Anastasia Mi Li
	Nomor Mahasiswa  : 235215212
	Konsentrasi              : Litigasi
	Yogyakarta, 17 Maret 2025
	Yang menyatakan:
	KATA PENGANTAR

